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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHIN 20U
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENCATATAN, PERUBAHAN ORGANISASI

Menimbang

Mengingat

DAN PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA
GUBERMNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

' bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 6 Tahun 2004 tentang
Ketenagakerjaan, periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat
Pekerja/Serkat Buruh.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1899 tentang FPemerintanan Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakana,

2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh,

Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

»

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
FPemerimtah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Qtonom,

/. Keputusan Mentert Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Nomor
KEP 16/'MEN/2001  tentang Tata Cara Pencatatan  Serika!
Pekerja Serikat Buruh;

8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Nomor
KEP 201/MEN/200T  tentang Keterwakitan dalam Kelembagaan
Hubungan Industrial;



Menetapkan

g.

10.

11.

Paraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2001 tentang Bentuk Susutnan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Khusus tbukota Jakaria,

Paraturan Daerah Propinsi Khusus ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun
2004 tentang Ketenagakerjaan,

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor
10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus tbukota Jaxana.

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,

PENCATATAN, PERUBAHAN ORGANISAS! DAN PEMBUBARAN
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan

1.

2.

:t'.n

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakaria.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang seianjutnya disebut
Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yvang selanjutnya disebut

Suku Dinas adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakara.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adatah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/burubh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandirl, demokratis dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja’buruh dan keluarganya.

 Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh di perusahaan adalah Serikat

Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja/Buruh di satu
perusahaan atau di beberapa perusahaan.



10.

11

12.

13.

14.

13.

. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan adalah Serikat

Pekerja/Serikat Buruh yang didirtkan oleh para Pekerja/buruh yang tidak
bekerja di perusahaan.

Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adaiah Gabungan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pekerja/Buruh adalah sefiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum vyang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara
perdiri sendirt menialankan perusahaan bukan miliknya;

¢. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b vang berkedudukan di tuar wilayah indonesia.

Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau miltk badan hukum baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk iain,

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Pencatatan adalah pemberitahuan terbentuknya Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusanhaan,
Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh untuk mendapatkan nomeor bukti pencatatan.

Nomor bukti pencatatan adalah nomor bukti pencatatan terbentuknya
Serikat Pekeria/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh diluar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diberikan/dikeluarkan
oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
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BAB 1
PEMBENTUKAIY
Pasal 2

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat
Pekerja/ Serikat Buruh.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan wajib dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh yang bekerja di
perusahaan tersebut.

Serikat Fekerja/Serikat Buruh di fuar perusahaan waijib di bentuk oieh
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh yang tidak
bekerja di perusahaan.

Pasal 3

Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan dan/atau di luar
perusahaan dapat membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib dibentuk oleh sekurang-
kurangnya S (lima) Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Fasal 4

Setiap Federasi Serikat Pekerja/Senkat Buruh dapat membentuk dan
menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekzrja/Sertkat Buruh.

Konfederast Serlkat Pekerja/Serikat  3uruh  wajib  dibentuk  oleh
sekurang-kurangnya 3 (liga) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 5

Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat
Pekerja/ Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serkat
Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Fasal 4
dilaksanakan oleh Pembentuk.

Hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Pembentukan yang ditandatangani ofeh
FPembentuk.

Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesual
Formulir | sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur
ini.
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Fasal B

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 harus memiliki Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya harus memuat .

a. nama dan lambang;

b. dasar negara, asas, sifat dan tujuan yang tidak bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943;

¢. tanggal pendirian;
d. tempat kedudukan:;

e afiliasi (tidak  berafiliasi/mandiri atau berafiliasi ke
Federasi/Konfederasi Serikat Pekena/Sertkat Buruh),

f. struktur kepengurusan,

g. persyaratan menjadi anggota dan pengurus sera persyaratan
pemberhentiannya;

h. hak dan kewajiban anggota dan pengurus:

i sumber, tata cara penggQunaan dan pertanggungjawaban
keuangan,

j.  penjenjangan organisasi (khusus untuk Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja),

ketentuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah
Tangga

=T

Pasal 7

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan. Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di luar perusahaan yang menjadi anggota Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dapat menggunakan format Anggaran Dasar
Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.

Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi  anggota
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat menggunakan fFormat
Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Fekerja/Serikat Buruh vyang
menjadi afilisiasinya.



BAR i
PENCATATAN
Pasal 8

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  yang telah terbentuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. oleh
pengurusnya diberitahukan secara tertulis kepada Suku Dinas yang berada
sesuai dengan domisilinya untuk dicatat guna memperoleh nomor bkt

pencatatan.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan pemberitahuan secara tertulis  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan dokumen sebagai berikut.

a. Berita Acara Pembentukan yang disertai -
1. gaftar nama anggota pembentuk;
2. suUsunan dan nama peangurus.

b Anggarzn Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Untuk pemberitahuan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selain harus
melampirkar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1. juga
harus melampirkan surat pernyataan bahwa pembentuk Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan adalah pekerja/buruh perusahaan
yang bersangkutan.

(3) Untuk pemberitahuan pembentukan Federasi Serikat Pekerja/Sefixat
Buruh dan Konfederasi Serikat Pekeria/Serikat Buruh sebagaiman.
dimaksud dalam Pasal 8, selain harus melampirkan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan :

a. fotokopi nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
perusahaan atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan
sebagai anggota yang membentuk Federasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh,

b. fotokopi homor bukti pencatatan Federasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh sebagai anggota yang membentuk Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

{4) Nama can lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
yvang diberitahukan untuk dicatat sebagaimana dimaksud daiam Pasai
8, tidak boleh sama dengan nama dan lembang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat tertebinh dahulu.
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Bentus sural pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Fasal &
sesuzi Formulir 2 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Fasal 10

Terhadap permohonan pemberitahuan pencatatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampa! dengan ayat (4), Suku Dinas
selanjutnya meiakukan penelitian kelengkapan dokumen yang diajukan.

Dalam hal pemberitahuan pencatatan dimaksud, apabila seteiah diteliti
ternyata belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat {4), maka Suku
Dinas dalam wakiu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setetah menerima
pemberitahuan pencatatan, meminta kepada Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat
Pekeria/Serikat Buruh yang bersangkutan untuk  meiengkapr
kelengkapar dokumen dalam waktu paling lama 14 (empat befas) hari
kerja dengan menggunakan surat pemberitahuan tentang kekurangan
dokumer.

Apabila setelah melampaui 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kekurangan kelengkapan dokumen yang
diminta belum dilengkapi, maka Suku Oinas mengembalikan berkas
pemberitahuan pencatatan dengan menggunakan Surat Pengembalian
Berkas Femberitahuan Pencatatan.

Bentuk Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (Z2) dan
Surat pengembalian Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai Formulir 3 dan Formulir 4 sebagaimana tercantum pada
L.ampiran Peraturan Gubernur ini.

Fasal 11

Apabila permohonan pemberitahuan pencatatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat {(1) telan lengkap Suku Dinas dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) harn kera setelah menerima
pemberitahuan pencatatan dart Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus sudah
memberikan nomor bukli pencatatan yang dituangkan dalam surat
Kepala Suku Dinas.

Bentux Surat Pemberian Nomor Bukti Pencatatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir & sebagaimana tercantum pada
lampiran Peraturan Gubernur ini.



Pasal 12

(1) Pencatatan dan pemberian nomor buxti pencatatan sebagaimana

@)

(

—

)

dimaksud dalam Pasal 11 dibuat dalam Buku Register Pencatatan
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Bentuk Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual Formutir 6 sebagaimana
tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBERITAHUAN KEPADA MITRA KERJA
Pasal 13

Pengurus  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh, Federasi  Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Burui
yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan sebagaimana dimaksud
datam Pasal 11, harus memberitahukan secara tertulis mengenai
keberadaannya kepada mitra Kerjanya sesuai  dengan tingkat
grganisasinya.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat |

4 nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

b nomor dan tanggal bukti pencatatan dari Suku Dinas yang
dilengkapi fotokopi nomor bukti pencatatan,

¢ susuhan dan nama pengurus serta daftar nama anggota:

d  status afiliasi dengan menyebutkan nama Federasi atau
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afitiasinye

Pasal 14

Mitra kerja sesuai dengan tingkat organisasinya sebagaimana dimaksud
dalam Pasa! 13 ayat (1) adaiah :

a.

mitra kerja Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yaitu |

1. pengusaha atau pimpinan Perusahaan yang bersangkutan.

2 federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.

mitra kerja Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan datam hal
ini Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi aflifasinya.

mitra kerja Federasi Serikat Peketja/Serikat Buruh dalam hal ini Dinas
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.

mitra kerja Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal in
Dinas dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
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BAR V
PERUBAHAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Perubahan Anggaran DasariAnggaran
Rumah Tangga

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran
Rumah Tangga OSerikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
dalam waktu patling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tangga!
perubahaan, oleh Pengurusnya harus diberitahukan kepada Suku Dinas
yang memberikan nomor bukti pencatatan untuk dicatat daiam Buku
Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

} Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan surat pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga vyang disertai dengan dokumen
sebagal berikut,

a.  nomor bukti pencatatan.

b. Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang
diperbaharul.

C. susunan danh hama pehgurus

Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesual Formulir 7 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan

Gubernur ini.
Bagian Kedua
Findah Domisii

Pasal 16

; Dalam hal terjadi perpindahan domisili/aiamat yang masin dalam satu

wilayah kotamadya, Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Suku Dinas yang
memberikan nomor bukti pencatatan untuk dicatat dalam Buku Register
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan menggunakan surat
pemberitahuan pindah domisili/alamat masih datam satu Kabupaten/
Kotamadya,

Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuat Formulir 8 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan
Gubemur ini.



Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perpindahan domisili/aiamat ke wilayah kotamadya/
kabupaten lain, pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada .

a. Suku Dinas yang telah memberikan nomor bukti pencatatan
berdasarkan domisilifalamat  tercatat  sebefumnya  dengan
menggunakan surat pemberitanuan Pindah Domisti/Alamat dan
permchonan Pencabutan Nomor Bukli  Pencatatan Serikat
Pekerja Serikat Buruh;

n  Suku Dinas berdasarkan domisilialamat yang baru, dengan
menggunakan surat Pemberitahuan Findah DomisilifAlamat dan
Parmohonan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan  Serikat
Pekerja Serikat Buruh dengan melampirkan dokumen sebagai

berikut.

1. 3urat Kepala Suku Dinas tentang Pencabutan Nomor Bukli
Pencatatan berdasarkan domisili tercatat/alamat tercatat

sebelumnya.

™2

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

_(;)

sysunan dan nama pengurus.

(2) Kepala Suku Dinas dalam waktu paling iama 7 (tujuh) hari kenja seteiah
menerima pemberitahuan perpindahan domisilifalamat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya menerbitkan surat
pencabutan nomor bukti pencatatan.

(3) Kepala Suku Dinas berdasarkan domisiiialamat yang baru, setelah
menerima pemberitahuan yang telah disertai dokumen sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menerbitkan nomor bukt
pencatatan yang dituangkan dalam surat KXepala Suku Dinas.

(4) Bentuk surat pemberitahuan pindah domisili sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta surat pencabutan dan
pemberian nomor bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) sesuai Formulir 9 sampai dengan Formulir 12
sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Perubahan Nama dan Lambang
Pasal 18

Perubahan nama dan/atau lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Federast Serikat Pekerja’Serikat Buruh dan Konfederast Serikat
Pekerja/Serikat Buruh wajib dicantumkan dalam perubahan Anggaran

Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 15.



Pasal 19

(1) Perubahan nama dan atau iambang scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 oleh pengurusnya wajib diberitahukan kepada Suku Dinas
vang memberikan nomor bukti pencatatan untuk dicatat dalam Buku
Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh disertai dengan
dokumen sebagat berikut.

a. homor bukti pencatatan.

b,  Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang
menrcantumkan perubahan nama dan lambang.

¢, sdsunan dan nama pengurus.

(2) Bentuk surat pemberntahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesual Formutir 13 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 20

(1) Suku Dinas paling lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah menerima
pemberitahuan disertai dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 ayat (1) harus menerbitkan surat bukti perubahan nama
dan atau lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat
Pekerja/Senkat Buruh dan Konfederasi sertkat Pekerja/Serikat Buruh

(2) Perubahan nama dan atau lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak merubah nomor bukti pencatatan.

(3) Bentuk surar Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sesual Formulir 14 sebagaimana tercantum pada lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Perubahan Afiiiast
Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan afiliasi pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Federas! Serikat Pekerfa/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh wajib dicantumkan dalam perubahan Anggaran
Casar dan atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

(1) Perubahan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh
Pengurusnya wajib diberitahukan kepada Suku Dinas yang memberikan
Nomor bukti pencatatan untuk dicatat daiam Buku Register Pencatatan
Serikat PekerjarSerikat Buruh.

(2} Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertulis disertai dengan dokumen sebagai berikut.



a. nomor buktl pencatatan.

b. Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga vyang
mencantumkan perubahan afiliasi.

¢.  susunan dan nama pengurus.

(3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) sesual Formulir 15 sebagaimana tercantum pada lampiran
Peraturan Gubernur ini.

BAB Vi
PEMBUBARAN
Pasal 23

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bubar dalam hal

a. dinyatakan secara tertulis oleh anggotanya menurut Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.

b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-
lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagl seluruh
pekerja di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap
pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan
yang beriaky.

¢. dinyatakan dengan putusan pengadilan.
Pasal 24

(1) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serika’
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
bubar sebagaimana dimaksud dalam Fasal 23 huruf a dan huruf b,
pengurus wajib memberitanukan secarz tertutis kepada Suku Dinas
yang memberikan nomor bukti pencatatan.

(2) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederast Serikat Pekerja/Serikat Buruh
bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ instans
Pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (3) Undang-Undang No. 271 Tahun 2000 memberitahukan secara
tertulis kepada Suku Dinas yang memberikan nomor bukti pencatatan.

(3} Benfuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2} sesua! Formulir 16 dan Formulir 17 sebagaimana tercantum
pada lampiran Feraturan Gubernur int.



Pasal 25

(1) Kepala Suku Dinas setelah menerima pemberitahuan pembubaran
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buryh
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya menerbitkan surat
pencabutan nomor bukti pencatatan.

(2) Bentuk surat pencabutan nomor buki pencatatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 18 sebagaimana tercantum
pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB Vi

PEMBERITAHUAN BANTUAN KEUANGAN
DARI LUAR NEGERI

Pasal 26

(1) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
menerima bantuan keuangan dari fuar negeri sebagaimana dimaksud
Pasal 31 Undang-Undang Ne. 21 Tahun 2000, paling lambat 90 hari
setelah  bantuan tersebut diterima, oleh Pengurusnya harus
diberitahukan secara tertutis kepada Suku Dinas.

(2) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesual Formulir 19 sebagaimana tercantum pada tampiran Peraturan

Gubernur ini.
Pasai 27

(1) Suku Dinas setelah menerima pemberitanuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasel 26 ayat (1) harus memberikan surat tanda Dukll
pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan dari liar negeri dan
dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(2) Bentuk surat tanda bukii pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai Formulir 20 sebagaimana tercantum pada lampiran
Peraturan Gubernur ini.

BAB Viil
PEMBINAAN
FPasal 28

(1) Pembinaan terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat
Pekeria/Serikat buruh dan Konfederast Serikat Pekerja/serikat dilakukan
oleh Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secaraz teknis
dilaksanakan sebagai berikut.



a Dinas melakukan pembinaan yang perkaitan dengan pembeniukad
pencatatan. hak dan kewajiban Serikat Pekerja/Sernkat Burun.

B Sukt: Dinas melakukan pembinaan secara iangsung ke perusanaan
dan‘/atau kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh

BAB [X
PELAPORAN
Pasal 29

(1} Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Suku Dinas sebagaimana
dimaksud dalam fPasal 28 ayat (2) huruf b dilaporkan secara perkala
kepada Kepala Dinas.

(2; Selanjutnya hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difaporkan oleh Kepala Dinas secara berkala kepada Gubernur metaiul
Sekretaris Daerah.

Fasai 30

{1) Kepala Suku Dinas setiap bulan wajic meiaporkan perkembangan
pemberian nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Surun
kepada Kepala Dinas.

(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir
21 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini

BAB X
PEMBIAY AAN
Pasal 31

Biaya yang diperiukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus bukota, dan/atau sumber dana lain yang sah dan bersifat
tidak mengikat.

BARB Xi
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32

Ragi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serkat Pekerja/Serikat Buruh
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3}, Pasal 3 ayat
(2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 1€ ayat (1), Pasal 17 ayat {1},
Pasal 19 ayat {1, Pasal 22 ayat (1). Pasal 24 ayat {1) dan Pasal 26 ayat (1}
dari Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif  berupa
pencabutan nomor bukti pencatatan.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal 33

Nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Scrikat Buruh, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
telah diberikan/dikeluarkan sebelum bertakunya Peraturan Gubernur ini
dinyatakan tetap berlaku.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jekarta
pada tanggal 11 Januari 2007

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

‘;ZCFCQ§§QF_¢=—-

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROYINSYDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 12
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Formulir 10

Formulir 11

Formulir 12

Lampiran . Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN ZoU7
Tanggal .. Jaenuari 2007

CONTOH FORMULIR

Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat
Pekeria/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Surat Pemberitahuan Pembentukan dan Permohonan Pencatatan Serikat
Pakerja/Serikat Buruh dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Surat Pemberitahuan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tentang Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Burun.

Surat Pengembalian Berkas Pemberitahuan  Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast
kepada Pengurus Serikat Pakerja/Serikat Buruh.

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan
dan Penerbitan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Surat Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada
Suku Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi tentang Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Fekerja/Serikat Burun.

Surat Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perpindahan
Domisili/Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh (masih dalam
Kabupaten/Kotamadya yang samaj.

Surat Pemberitahuan Petpindahan DomisiliAlamat  dan  Permohonan
Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat
Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Surat Pemberitahuan Perpindahan Domisili/Alamat dan  Permohonan
Pemberian Nomor Bukti Pencatatan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh
kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang
Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena
Pindah Domisili/Alamat.

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras! tentang Pencatatan
dan Penerbitan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.



Formulir 13

Formulir 14

Formulir 15

Formulir 18

Formuiir 17

Formulir 18

Formulir 19

Formulir 20

Formutir 21

Surat Pemberitahuan Perubahan Nama dan Lambang Serikat PekerjaiSerikat
Buruh dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerje
dan Transmigrasi.

Surat tentang Bukti Perubahan Nama dan Lambang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang Dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras:,

Surat Pemberitahuan Perubahan Afiliasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh
kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Surat Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat
Pekerja/Serikat Buruh karena Dinyatakan olen Anggotanya alau karena
Perusahaan Tutup.

Surat Pemberitahuan dari Instansi Pemerintah selaku Penggugat kepada
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat
Pekarja/Serikat Buruh karena dinyatakan dengan Putusan Pangadilan.

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang
Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena
pembubaran.

Surat Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri dari
Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

Tanda Bukti Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri
yang Dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenage Kerja dan Transmigrasi.

Laporan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast kepada Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Fbipts—

SUTIYOSO



Formulir 1

Berita Acara Pembentukan Serikat Pekarja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Peketja/Serikat Buruh dan
Konfederasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh™;

Pada hariini ... ............. tanggal .. Tahun .................... kamiyang
bertanda tangan di bawah ini yang selanjutnya disebut Anggota Pembentuk bertempat di
Jalan ... ... e Jakarta .................., telah meiaksanakan rapatipertemuan’

musyawarah untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan. Seorikat
PekerjavSerikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh®). Dasar pelaksanaan pembentukan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di juar  perusahaan.
Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Burun’)
dimaksud adalah :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

3.  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang
Ketenagakerjaan,

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.16/MEN/2001 tentang Tata
Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor .............. Tahun
2008 tentang Tata Cara Pembentukan Pencatatan, Perubahan Organisasi dan
Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh,

Sesuai hasil musyawarah telah disepakati dengan suara bulat sebagai berikut.

1. Dibentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
luar  perusahaan, Federasi Serikat PekerjavSerikat Buruh dan Konfederasi Serikat
Pakeria/Serikat BUrUh™ © .. .. .

a. Nama Serikat Pekerja/Sarikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat

Pekerja/Serikat Buruh™) ... .

b. Kedudukan/alamat :
- Jalan e
Kelurahan e
- Kecamatan S
- Kabupaten/Kotamadya :
- Kode Pos e
- No. Telepon/Fax e

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terbentuk tersebut tidak tergabung (mandiri)/
bergabung berafiliasi kepada Federasi/Konfederasi . .......... ... ... ............. .

3. Susunan dan nama Pengurus Sertkat Pekerja/Serikat Buruh sebagatmana angka 1 adalah
sebagaimana terlampir.

Demigia_n Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan

Konfederasi Serikat Pekeria/Serikat Buruh™) ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagatmana mestinya.



Jakarta,
Daftar Nama Anggota Pembentuk .
LTSRN B
ORISR PRI 72T TR
B B
A O
TR PP PRI 10,
Keterangan

) Pilihicoret sesuai kebutuhan



Lampiran  : Susunan dan Nama Pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh di perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar  perusahaan, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pexerja/Serikat Buruh™}

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris

Wakil Sekretaris
Bendahara

Gy v = W M

dan seterusnya
Jakarta,

Ketua

Keterangan
") Pilih/coret sesuai kebutuhan



Formulir 7

Surat Pemberitahuan Pembentukan dan Permohonan FPencatatan Serikat Pekerja/Sertkat
Buruh dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUM

Nomor
Sifat
Lampiran Kepada
Hal : Pemberitahuan dan Permohonan
Pencatatan  Serikat  Pekerja/ Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerna
Serikat Buruh/Federasi/ dan Transmigrasi Kotamadya
Konfaederasi Serikat Pekerja/ dakarta ... ... .
Serikat Buruh ™)
d
Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus ibukota Jakarta No. ...... .. Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pembentukan. Pencatatan, Ferubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini diberitahukan telah terbentuk Serikat

Pekeria/Serikat Buruh sebagai berikut.

|, Identitas Serikat Pekera/Serikat Buruh

a. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh

b. Jenis Sertkat Pekerja/Sertkat Buruh
Serikat FPekerja/Serikat Buruh di perusahaan. Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerjas/Serikat Buruh dan
Konfederasi Serikat Pekeria/Serikat Buruh™)

c. Jumlah Anggota
- orang (untuk SP/SB di perusahaan dan SP/SB diluar

perusahaan),
- SP/SB di perusahaan dan SP/SB diluar perusahaan (untuk

Federasi).
- Federasi SP/SB {untuk Kenfederasi SP/SB).

d. Afiliasi _
Mandiri/Berafiliasi ke/dengan Federasi/Konfederasi™)



Untuk memenuhi ketentuan Pemberitahuan dan Pencatatan, dengan ini

kami tampirkan persyaratan sebagai berkut.

1. Berita Acara Pembentukan yang disertal daftar nama anggota pembentuk
serta susunan dan nama pengurus.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggz

3. Surat Pernyataan bahwa para pembentuk Serikat Pekerja/Sarikat Buruh di
Perusahaan adalah pekerja perusahaan yang bersangkutan,

4. Fotokopi nomor bukii pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
perusahaan. Serikat Pekeria/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh™)

Selanjutnya mohon untuk dicatat dan dapat diberikan nomor bukti
pencatatan,

Keterangan

Demikian disampalikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasth.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di iuar perusahaan. Federas
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh™

1. %) Pilih/coret sesuai kebutuhan

2. Persyaratan No. 3 hanya untuk
Poemberitahuan/pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan

3. Persyaratan No. 4 hanya untuk
Pemberitahuan/Pencatatan Federasi
atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat

Buruh



Formufir 3

Surat Pemberitahuan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transnugrasi tentang Kekurangan
Kelengkapan Dokumen Pencatatan Serikat Pekerja/Sernkat Buruh

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTAMADYA JAKARTA . ... ... ..
Nomor
Sifat
Lampiran Kepada
Hal : Pemberitahuan Kekurangan
Cokumen dan Penangguhan YN,
Pencatatan SP/SB
di
Jakarta
Menunjuk  surat  Saudara  Nomor ... tanggal

................................. hal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan
Saudara belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan
Gubernur Provinsi DKl Jakarta No. ............... Tahun 20086

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2}

Peraturan Gubernur Provinsi DK! Jakarta No. ....... Tahun 2006 dengan ini
diberitahukan kKekiuirangan persyaratan tersebut Derupa dokumen setagai berikut.
T

e

Selanjutnya diminta agar Saudara dalam waktu paling tambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak surat ini diterima dapat melengkapi dokumen tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diperhatikan.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA ... ..



Formulir 4

Surat Pengembaiian Berkas Femberitahuan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!
KOTAMADYA JAKARTA . ... ...

Nomor
Sifat
Lampiran : 1 berkas Kepada
Hal . Pergembaiian Berkas
Permohonan Fencatatan Yth.
SP/SB
di
Jakarta
Menunjuk surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kotamadya Jakarta Nomor tanggal hal
FPemberitahuan Kekurangan Dokumen dan Penangguhan Pencatatan Sesrikat
Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini diberitahukan bahwa wakiu 14 (empat belas} hari
Kerja yang diberikan kepada Saudara untuk melengkap! kekurangan persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Provins: DKl
JakartaNo. ............ ... Tahun 2006 telah terlampaui.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur
Provinsi DKi Jakarta No. .................. Tahun 2006, maka pencatatan Serikat
Pekerja/serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/'Serikat Buruh di Luar
Parusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pekerla/Serlkat Buruh™) yang Saudara ajukan belum dapat kami laksanakan dan
nomor bukti pencatatan belum dapat kami berikan, sehingga berkasnya kami
kembalikan.
Demikian disampaikan agar Saudara makium.
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA .. ... .
NIP
Keterangan

") Pilih/coret sesuai kebutuhan



Formulir &

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan dan Penerbitan

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA ... ... ...

Penting

Kepada
. Pencatatan darn  Pemberian
Nomer Bukti Pencatatan SP/SB Yth. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat
di Perusahaan, SP/SB di luar Buruh di Perusahaan, SP/SB di
Perusahaan, Federasi SP/SB, luar Perusahaan, Federasi
Konfederasi SF/SB SP/EB, Konfederasi SP/SB ™)
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)
........... oo Nemor ... tanggal .......... ... hal Pemperitahuan dan

Permohonan Pencatatan Serlkat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *}, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut. '

1. Bahwa pemberitahuan dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan,

Federasi Serikat Fekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh *) ... toelah memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubarnur

Provinsi DK| Jakarta Nomor ........... Tahun 2006.

2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, maka pemberitahuan tersebut telah
kemi catat dan diberikan nomeor bukti pencatatan sebagai berikut.

A. ldentitas :

a. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh

b. Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh -

Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  di  perusahaan,  Serikat
Pekeria/Serikat Buruh di luar  perusahaan, Federasi Serikat

Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh)



c. Alamat/Kedudukan

Jalan Noe. Kelurahan

d. Status
- Mandiri/Berafiliasi ™)
Berafiliasike ............... .

R. Nomor dan Tanggal Pencatatan

a. Nomeor bukti pencatatan
b. Tanggal pencatatan

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRAS!I KOTAMADYA JAKARTA ... ..

Tembusan

1. Walikotamadya Jakarta ... .

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DK Jakarta

=y Pilih/coret sesuai kebutuhan



tampiran  Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
oo . Nomor . ... ... ... Tanggal . ................

SUSUNAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Di PERUSARAAN.
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LUAR PERUSAHAAN,
FEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH. KONFEDERASI
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUM™Y ...
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris ¢

Bendahara

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA BAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA ... .

"y Pilihicoret sesuai kebutuhan



Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Formulir 6

T [ [ | Perubahan- . |
i _ " : __
- Nama Serikat | Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh Status  Nomof Pencatatan | Susunan dan Jumiah _ Perubahan Ket !
Pekefja/Serikat  SP/SB di Perusahaan, SP/SB di luar | (Mandin/ i - No.dan Tgtsurat | Nama Anggota : | Anggota @ Organisasi _
Buruh Perusahaan, Federasi SP/SB, . Berafiliasi) dan |  Kasudin - Pembentuk antara lain : Tgl
- Alamat/No. Konfederasi SP/SB*) Nama Afitiasi | Nakertrans - Pengurus . Pemberitahuan
Telp SP/SB | - No.dan Tgl Bukti i dan Perubahan
. ' Pencatatan -~ AD/ART dsb |
]
! !
| |
m __ | |
Jakarta, . ... .
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kotamadya Jakarta .. .
rangan

lih/coret sesuai kebutuhan




Formulir 7

Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Keterangan

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUR

1 berkas Kepada
: Perubahan Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
SP/SB dan Transmigrasi Kotamadya
Jakarta ...
di
Jakanrta

Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi
DKl Jakarta Neo. .. ............... Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
| uar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat

Pekerja/Serikat Buruh™ ... yang
berkedudukan  di Jalarm Keluranan
............................ Kecamatan Kotamadya

berdasarkan Rapat Anggota tanggal
........................... betempat di ....... ... ... . telah mengadakan

perubahan terhadap ¢

1. Anggaran Dasar

a.Pasal ... tentang ...

b.Pasal ...................... e tentang ........ U UORUDRT R

c.Pasal................o.co tentang ...
2. Anggaran Rumah Tangga

a Pasal....................... tentang ...

b.Pasal ..., tentang ...

c.Pasal .......................... tentang ........... ..o

Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi
DKl JakartaNo. ................ Tahun 2008, kamt lampirkan dokumen :

a. Nomor bukti Pencatatan.
b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang baru.
¢. Susunan dan Nama Pengurus.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di  Perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan,

Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh™)

KETUA

M Pilih/coret sesuai kebutuhan



Formulir 8

Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi tentang Perpindahan Domisili/Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Keterangan

{masih dalam Kabupaten/Kotamadya yang sama)

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

1 berkas Kepada
: Pemberitahuan Pindah Domisili/
alamat masih Dalam Satu Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten/Kotamadya®) dan Transmigrasi Kotamadya
dJakara ...
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DK
Jakarta No. ......... ... . Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh™y ... ... pindah alamat/domisii masih
dalam satu kabupaten/kotamadya sebagat berikut.

1. Alamat/domisiliyanglama: ... ...
2. Alamat'domisitiyang baru: .

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan,
Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Keonfoderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

*y Pilih/coret sesuai kebutuhan



Formulir 9

Pemberitahuan Perpindahan Domisiii/Alamat dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukdi
Pencatatan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja

Nomor
Sifat
Lampiran
Hat

Keterangan

dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

+ 1 berkas Kepada

: Pemberitahuan RPindah Domisili/
alamat dan Permohonan Yth. Kepaia Suku Dinas Tenaga Kefja
Pencabutan  Nomor  Bukti dan Transmigrasi Kotamadya
Pencatatan Serikat Pekerja/ Jakarta ...

Serikat Buruh
di

Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta No. .................... Tahun 2008, bersama ini kami
beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat

Buruh, Konfederas! Serikat Pekerja/Serikat Buruh™) ...
pindah alamat/domisili keluar kabupaten/kotamadya sebagai berikut.

1. Alamat/domisiliyang lama @ ...
2. Alamat/domisili yang baru: ... ... R

Sehubungan dengan hai di atas, mohon kiranya diterbitkan Pencabutan
Nomor Bukti Pencatatan untuk sebagai bahan mendapatkan Nomor Bukt
Pencatatan sesuai dengan alamat yang baru,

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di  Perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan,
Federasi Serikat FPekeria/Serikat Buruh,
Konfederasi Sarikat Pekerja/Serikat Buruh®)

KETUA

*Y Pilin/coret sesuail kebutuhan



Formulir 10

Pemberitahuan Perpindahan DomisilifAlamat dan Permohonan Pemberian Nomor Bukti
Pencatatan dari serikat pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Keterangan

Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

1 berkas Kepada
: Pemberitahuan Pindah Domisili/
alamat dan Permohohan Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
Pemberian Nomor Bukti dan Transmigrasi Kotamadya
Pencatatan SP/SB dJakarta ...
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) b Peraturan Gubernur Provinsi
DKl Jakarta No. .................... Tahun 2008, bersama ini kami beritahukan

bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekefja/Serikat
Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh™ ... pindah aiamavdomisil
keluar kabupaten/kotamadya sebagai berikut.

1. Alamat/domisiliyang lama: ...
2. Alamat/domisitiyang baru: ... e

Sehubungan dengan hai di atas, mohon kiranya diterbitkan Nomor Bukti
Pencatatan sesuai dengan alamat yang baru.

Sebagai bahan kelengkapan bersama ini kami lampirkan persyaratan
sebagar berikut :

a. Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang
Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan.

h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

c. Susunan dan Nama Pengurus.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasth.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi
Serikat Pekeria/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh®)

KETUA

") Pilih/coret sesuat kebutuhan



Formulit 11

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencabutan Nomor Bukti

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Pindah Domisili/Alamat

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA ... ... ...

' 1 berkas Kepada
. Pencabutan Nemor Bukti
Pencatatan Serikat Pekerja/ Yth. Pengurus Sarikat Pekerja/Serikat
Serikat Buruh di Perusahaan, Buruh di Perusahaan, SP/SB di
Serikat Pekerja/Serikat Buruh fuar Perusahaan, Federasi
di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB™)
SP/SB, Konfederasi SP/SB*)
Karena Pindah Domisili/Alamat di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di ivar Perusahaan, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ™)
................ Noemor .................. tanggal ................., hal Pemberitahuan
Pindah DomisilifAlamat dan Permohonan Pencabutan Nomeor Bukti Pencatatan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemberitanuan pindah domisili/alamat dan permohonan pencabutan
nomor buktt pencatatan Serikat PekerjasSerikat Buruh di Perusahaan,
Serikat Pekerja/Sarikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat
Pokerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)

. telah memenuhl ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan
Gubemur Prownsz DKt Jakarta Nomor ... Tahun 2006

2. Mengingat perpindahan domisiii tersebut ke wilayah kabupaten/kotamadya
lain, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Nomor ........... Tahun 2006, dengan ini mencabut nomor bukti
pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serika Pekerja/

Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ™)

- Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Alamat/Kedudukan Jn No. ...
Kel ... Ket. ...
Kotamadya ... ... .. ... .. ...
- Status . a. Mandiri/Berafiliasi *)
b Beraflliasike ......... ...



Formulir 12

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan dan Penerbitan

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

KOP SURAT SUKJ DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!
KOTAMADYA JAKARTA

1 berkas Kepada
. Pencatatan dan  Pemberian
Nomor Bukti Pencatatan SP/SB Yth. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat
gi Perusahaan, SP/SE di luar Buruh di Perusahaan. SP/SB di
Perusahan, Federasi SP/SB, fuar Perusahaan, Federasi
Konfedarasi SP/SB*) SF/SB, Konfederasi SP/SB*)
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilvar Perusahaan, Federasi
Serikat Fekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serlkat Pekerja/Serikat Burun ™
................. Nomor . ... . Ctanggal ......... . . . hal Pemberitahuan dan
FPermohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Feacrasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *). dengan ini disampaikan
hai-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemberntahuan pindah domisilifalamat dan permohonan pemberian
nomor bukti pencatatan Serikat Pekeria/Serikat Buruh di Perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekarja/Serikat Buruh *)

... wlah memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1} b Peraturan
Gubernur Provinsi DK Jakarta Nomor ........ Tahun 2006.

2. Sehubtngan dengah angka 1 di atas, maka pemberitahuan tersebut telah
kami catat dan diberikan nomor bukti pencatatan sebagai berikut.

A ldentitas -

a. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh



b Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat  Pekerja/Serikat Buruh  di  perusahaan,  Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di juar  perusahaan, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasl Serikat Pekerja/Serikat

Buruh*)
¢ Alamat/Kedudukan

Jalan o Noe
Kelurahan .................... Kecamatan. .. .. ... .

Kabupaten/Kotamadya ... ...
d. Status
- Mandiri/Berafiliasi ™)

Berafiliasike .................
B Nomor dan Tanggal Pencatatan ;

a. Nomor bukti pencatatan
b Tanggal pencatatan

Demikian agar Saudara makium.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA .. ...

Tembusan :

1 Woallkotamadya Jakarta ...... .

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi OKI Jakarta

Keterangan
") Bilin/coret sesuai kebutuhan



Lampiran  :  Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya
Jakarta ............... ..
Nomor .......... . tanggal ... ... ... ... .. .

SUSUNAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BLRUH DI PERUSAHAAR,
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LUAR FERUSAHAAN,
FEDERASI SERIKAT PEKERJA'SERIKAT BURUH KONFEDERAS!
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUR™) ..
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakii Sekretaris

Bendahara

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRAS! PROVINS! DK! JAKARTA

NIP



Formulir 13

Pemberitahuan Perubahan Nama dan Lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Serikat
Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Ketetangan

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

- 1 barkas Kepada
: Perubahan Nama dansatau
Lambang SP/SB Yth. Kepala Suku Dinas Tenhaga Kera
dan Transmigrasi Kotamadya
Jaksma . IR
di
Jakana

Memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Provinsi DKl

Jakarta No. ........... Tahun 20086 bersama int Kami beritahukan bahwa
Serikat PekerjaiSerikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Luar Perusahaan. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pakerja/Serikat Buruh™) ¢

Nama SP/SB (yang lama; e

Lambang SP/SB (yang lama) . Terlampir

Nomor Bukti Pencatatan e

Berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati adanya perubahan
nama dan atau lambang menjadi sebagai berikut.

- Nama SP/SB yang baru e RO
- Lambang SP/SByang baru :  Teriampir.

Perubanan nama dan atau lambang sebagaimana tersebut di atas satu
dan lain hal sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar dan
atau Anggaran Rumah Tangga.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi GSerikat
Pekerja/Sarkat Buruh®)

KETUA

*y Bilih/coret sesual kebutuhan



Formulir 14

Bukti Perubahan Nama dan Lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang Dikeluarkan cieh

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penting

Kepada
- Bukti Perubahan Nama dan/
atau Lambang SP/SB Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat

Buruh di Perusahaan SP/SB i
Luar Perusahaan, Federasi
SP/SB. Konfederast SP/SB )

di

.akarta

Menunjuk surat Saudaratanggal ... ... ... ... No... .. . Hal
Perubahan Nama dan/atau Lambang SP/SB., mengingat pemberitahuan
tersebut telah memanuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan
Gubernut Provinsi DKI Jakarta No. ............ ..... Tahun 2006, maka sesual
ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur No. ....... .. ... Tahun 2006, bersama
ini kami sampaikan bahwa perubahan nama dan lambang tersebut telah kami
catat sebagai berikut.

| ldentitas Nama dan Lambang
A. Nama dan Lambang vang lama

- Nama SP/SB O
- Lambang SP/SB - ({terfampir)

B. Nama dan Lambang yang baru
- Nama SP/SB L
- Lambang SP/SB C {terlampir)

{l. Dengan perubahan nama dan atau lambang sebagaimana angka |, maka
tidak merubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nomor
bukli pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah dikeluarkan
sebelumnya yakni

a. Nomor dan tanggal surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrast © ...
b, Nomor dan tanggal bukli pencatatan PP

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA ... ..

1. Walikotamadya Jakarta .. ...
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta



Formulir 15

Pemberitahuan Perubahan Afiliasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas

Nomor
Sifat
Lampiran
Hatl

Keterangan

Tenaga Kerja dan Transmigras)

KOP SURAT SERIKAT FEKERUA/SERIKAT BURUH

. 1 berkas Kepada
. Perubahan Afiliasi Serikat
Pekeria/Serikat Buruh Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kotamadya
Jakarta ... ...
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Provinsi DK
Jakarta No. .................. Tahun 2008 bersama ini kami beritahukan bahwa
Serikat Pekerja/Sarikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Burub d:
Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pekerja/Sernkat Buruh™y @ ... yang berkedudukan di Jalan ...
Kelurahan . . Kecamatan ....... Kotamadya .. . . berdasarkan Rapat
Anggota tanggat o bertempat i . ... telah sepakat
mengadakan perubahan aﬂias: sebagai berikut.

1

. Status Afiliasi sebelum Perubahan
a. Afiliasi - Mandiri/Berafiliasi™)
b. Nama Afiliasi/Berafiliasi ke/dengan ... ...
1. Status Afiliasi setelah Perubahan
Nama Afiliasi

Untuk memenuhi ketentuan Pasai 22 ayat (2) Peraturan Gubernur
Provinsi DKJ Jakarta No., ........, Tahun 2006, kami lampirkan

a. Nomor Bukti Pencatatan.

b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan perubahan
afiliasi.
C. Susunan dan nama pengurus.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekera/
Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh™)

KETUA

*1 Piithicoret sesual kebutuhan



Formulir 16

Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena
Dinyatakan oleh Anggotanya atau karena Perusahaan Tutup

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor

Sifat

Lampiran ' 1 berkas Kepada

Hal : Pembaeritahuan Pembubaran
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kera
karena dinyatakan oleh dan Transmigrasi Kotamadya
anggotanya atau Perusahaan Jakarta ...
tutup dan Permohonan
Pencabutan Nomor  Bukti di

Pencatatan
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta No. .................. Tahun 2006, bersama ini kami beritahukan
bahwa Serikat PekerjafSenkat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekearja/Serikat
Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh™) :

- Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh . ...
Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh - ... . ..

- Nomor dan Tanggal Bukti Pencatatan = ... .....................

Dinyatakan bubar : disebabkan karena dinvatakan oleh anggotanya
menurut Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/disebabkan kerena

perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya uintuk selama-iamanya“).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 25
ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi No. ... ... Tahun 2006 mohon kiranya
Nomor Bukti Pencatatan tersebut dapat dicabut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekeria/Serikat
Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Konfedarasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh™

KETUA

Keterangan
Yy Pilihicoret sesual kebutuhan



Formulir 17

Femberitahuan dari Instansi Pemerintah selaku Penggugat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Dinyatakan

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Kataramgan

gengan Putusan Pengadilan

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

: 1 berkas Fepada

: Pemberitahuan Pembubaran
Serikat Pekena/Serikat buruh Yth Kepala Suku Dinas Tenaga Kearia
karena dinyatakan dengan dan Transmigrasi Kotamadya
Putusan Pengadilan  dan Jakarta ...
permochonan FPencabutan
Nomor Bukti Pencatatan di

Jakarta

Memenuhi Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi
DKl Jakarta No, . . .. ... Tahun 2006 bersama ini kami beri tahukan bahwa
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh at
Luar Perusahaan. Foderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pekerja/Serlkat Buruh™y -

Nama Serikat Pekerja/Serikat Burvh -
- Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh . .
Nomor dan tanggal Bukti Pencatatan . .. .. ... ...

Berdasar Putusan Pengadiian ... ... .. ... teiah dinyatakan
bubar/dibubarkan sesual dengan Putusan No. ...... ... ... tanggal
(Putusan terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 38
ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan
Gubernur Provinsi DKI! Jakarta No. ..... Tahun 2006 kami minta agar Nomor
Bukti Pencatatan sebagaimana tersebut di atas dapat dicabut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya sami ucapkan terima kasih.

KEPALA INSTANS! PEMERINTAH

Selaku Penggugat

"y Pikihicoret sesuai kebutuhan



Formulir 18

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast tentang Pencabutan Nomor Bukti

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Pembubaran

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA ... .

Kepada
. Pencabutan Nomor  Bukti
Pencatatan Serikat Pekerja/ Yth. 1. Pengurus Serikat Pekera,
Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Buruh di Perusanaan.
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh SPGB di Luar Perusahaan,
Diluar Perusahaan Federasi Federasi SP/SB, Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, SPiISB ")
Konfegerasi Serikat Pekseria/ 2. Pimpinan Instansi Pemerintah
Serikat Buruh ™) karena {selaku Penggugat Pembubaran
Pembubaran Serikat Pekerja/ Serikat Buruh)

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh  di
Perusahaan, Serikat Pekeria/Serikat Buruh diluar Perusahan, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat  Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat  Burunh™)
.................... isurat instansi Pemerintah sebagai Penggugat™) No. ... ..
tanggal ........ ... penhal Pemberitahuan Pembubaran Serikat PekerJaJ‘Ser%kat
Buruh dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan. dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pembetitahuan pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh  di
Perusahaan. Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahan, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh™)

) dan permohonan pencabutan nomor bukli pencatatan telah
memenuhi Ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.
........... Tahun 2006.

Bahwa untuk tertib administrasi. maka sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan
Gubernur Provinsi DK Jakarta Mo. ........ Tahun 2006, dengan ini mencabut
nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh  di Perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahan, Federasi Serikat
Pekerja/Sertkat Buruh, Konfederas! Serikat Pekerja/Serikat Buruh™) ¢

ra

Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh © ... ... .
Alamat/Kedudukan Codine No. ..
Kel. .. ... Kec . . Kotamadya ... ...... ... .
Status Serikat Pekerja/Senkat Buruh  © a. Mandiri/Berafiliasi™)
b Berafiliasi ke :
- Nomor bukti Pencatatan yang Dicabut - Nomor ... . ..

Tanggal ... ... (sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Suku
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. . ... tanggal ...}



3 Pencabutan nomor bukti pencatatan Sarikat  Pekerja/Serikat  Buruh
sebagaimana angka 2 tersebut di atas, disebabkan karena dinyatakan oleh
anggotanya/perusahaan tutup atau menghentikan kegiatan untuk selama-
lamanya/dinyatakan dengan Putusan Pengadilan *).

Demikian disampatkan untuk dapat dipergunakan.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA ...........

~-mbusan :

. Walikotamadya Jakarta ...
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Keterangan
*y Pilin/coret sesual kebutuhan



Formulir 19

Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri dari Serikat Pekerja/Serikat

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Keterangan

Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

. 1 berkas Kepada
. Pemberitahuan Penerimaan
Bantuan Keuangan dari Luar Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
Negeri dan Transmigrasi Kotamadya
Jakaria ... .
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Provinsi DK
Jakarta No. .................. Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Luar Perusahaan. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pekerja/Sarikat Buruh™) ©

Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Nomor Bukti Pencatatan '
- Alamat

.....................................

Telah menerima bantuan keuangan dari luar negeri, dengan penjefasan sebagai
berikut.

1. Negara asal pemberi bantuan

2. Nama lembaga pemberi bantuan
3. Tanggal pemberian bantuan

4. Jumlah/nilai bantuan

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat
Pekeria/Serikat Buruh*)

KETUA

Y Pilih/coret sesual kebutuhan



Formuiir 20

Tanda Bukti Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri

Nomor
Sifat
Lampiran

Ha!

Yang Dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

: Penting
Kepada
- Tanda Bukti Pemberitahuan
Penerimaan Bantuan Keuangan Yth Ketua Serikat Pekerja/Serikat
dari Luar Negeri buruh di Perusahaan, SPSB di

Luar Perusahaan, Federasi SP/
SB, Konfederasi SP/SB ™)

di
Jakarta
Menunjuk surat Saudara tanggal ....... ... No. hai
Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan Luar Negerl sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor .......... Tahun 2006,

dengan ini diberitahukan bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima dan
dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan

data sebagai berikut.

1. Negara asal pemberi bantuan e
2. Nama lembaga pemberi bantuan PP
3. Jumiah/milai bantuan U e

Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat ini sekaligus merupakan
tanda bukti pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan dari luar negeri.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRAS! KOTAMADYA JAKARTA ...



Formuiir 21

Laporan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Nomor !
Sifat . Penting
Lampiran : 1 berkas Kepada
Hal - Laporan Bulanan tentang
Pencatatan Serikat Pekerja/ Yth, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
Serikat Buruh dan Transmigrasi Kotamadya
Jakarta ..
di
Jakana
Memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta No. ............... Tahun 2006 bersama ini kami sampaikan Laporan
Bulanan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
periode bulan............. Tahun ........... sebagaimana daftar terlampir.
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRAS!I KOTAMADYA JAKARTA ...
NiP
Tembusan

Walikotamadya Jakarta ............. ..



Lampiran -~ Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast
Kotamadya Jakarta .......... ........

Nomor
Tanggal
Daftar  Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB di Ketamadya Jakarta
................. s.d PeriodeBulan ............ Tahun .............
Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh @ SF/SB di Perusahaan, Serikat Peketja/Serikat

Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat  Buruh, Konfederasi Serikat

Pekerja/Serikat”)
Jumilah tercatat s.d. buian lalu
. Jumlah yang tercatat bulan ini
fumiah seluruhnya
- No. Nama SP/SB Alamat Nomordan | Jumiah '_ Nama Pengurus
! i Tg! Bukti Anggota | (Ketua dan
- Pencatatan . - Sekretaris)
g i |
Jakarta,

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASH PROVINS! DKi JAKARTA

Keterangan
*) Pilih/coret sesuai kebutuhan



